BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITLIRONIKD

NOMOR {j§ TAHUN 2010

TENT ANG

URAJAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PARTWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang

Memgingat

KABUPATEN SITUBONIMY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sesuai hasil evalussi pelaksanaan olonomi daerah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten S#tubondo, terdapat pevubahan lugss dan
finpsi Dinas Panwisats, Ketudayaan, Pemuda dan (Mah Raga
Kabupaten Situbemde;

bahwa puna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peratoran
Bupati Nomer 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Panwizaia, Kebudavaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaien Situbordos
sudah Gdak sesi lagi dalem perkembangannya schingga perlu diganti;
bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ., periu
mengatur Uraian Tugas dan Funpsi Dinas Paniwisata, Kebadayaan,
Pemuwda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo yanp pelaksanasnnya
ditetapkan denyan Peralwran Bupaty.

Undang-tindang Nomor 12 Talun 1950 tentang Pembentukan Bacrah-
dacrabh Kebupaten dalerm: Lingkungan Propinsi Jews Timur (1Lembaren
Negara Republik [ndencsta ‘lahua 1950 Nemor 19, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9

Undang-Undang M™Nomor & Tahun 1%74 tentang Pokok-pokok
Kepegawnian {Lembaran Negoa Republik  Indonesia Tahun 1974
Momor 55, Tembahan Lembaran Nepara Republik Indoncsin Nowmor
3041) sebagsimana telsh divbah denpan Undang-Undang Memor 43
Talum 1999 entang Perubahan Atas Undang-Undang Momor § Tabun
1974 tentang Pokok-pokok Kepepawaian (Lembaran Megara Eepublik
Indonesia Tahtm 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaman Negara
Republik Indenesia Nomor 389},

Undanp—'ndang Nomor &7 Tahon 2003 entang Keuangan Negarn
{Lembaran Megara Republik Indonesie Tabun 2003 Nomor 47,
Tamhahan Lembaran Negura Republik [ndonesia Nomor 4286) ;
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Undang—Undang Nomor { Tahun 2004 tentang Merbendsharaan Negara
(Lembaran MNegara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 035,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

Undang—Undang Nomar 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tabum
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2G04 tentang Sistem Perencanaan
Pembenpunan Masional { Lembaran Megara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan iembaran MNepara Republik Tndonesia
Nomor 4421];

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah
{Lembaran Nepora Republik Indonesia Tabun 2004 Nomer 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4437)
sebagaimana telash diubah dengan ndang-Tindang Nomet 12 Taham
2008 tervang Perubahan Kedus Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
24 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembarsm MNcgara Republik
Indonesiz Lahun 2008 MNomer 5% Tambshan Temberan Mepam
Republik Indonesia Nomor 4844 );

Uindarg—tIndang Nomor 33 Tahun X104 tentang Pertmbangan Keuangan
Antara Pemenniah Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Nepars
Republik Indonesia Talum 2004 Womor 126, Tumbahan Lembarasn
Negara Republik Indomesia Nomar 4438),

Undang-IInding Nomor 10 Tahun 200% tentang Keparnwisataan
{(Lembaran Wegars Republik  Indovesia Tahun 2009 Nomor 10,
Tarmbahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4966];

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Narna
dan Pemindahan Tompat Kedudukan Pemerintaban Dacrah Kabupaten
Panarykan (l.emharan Negara Republik Indoncsia Tahun 1972
Nomor 3%);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pengangkatan
Pegawai Megert Sipil Dalam Jabatan Stroktural (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tehun 2000 Nomor 197, Tumbahan Lemhoram
MNegara Republik Indonesia Nomor 4018) sebamaimana telah diuhah
dengan Peraturan Pemerintuh Nemor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peratzran  Pemerintsh  Nomar 100 Tahna 2000 ientacp
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabstan  Stroktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 NWomor 33,
Tarnbakan Lembarar Negara Ropublik Indomesta Normor 4194,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 temtang Wewenang
Pengangkatan, MPemindaban, dan Pemberhentian Pegawal MNegen Sipil
{| embaran MNegam Hepublik Indomesia Tihwn H03 Nomer 15,
Tambahan Lembaran Nepara Rapubtik Indonesta Momor 4263);

TPeraturan Pomermtalh Momor 5% Tabun 20805 enlasg Pengelobem
Ecuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 148, Tambahan TFemburan Negara Republik Indenesia
Nomor 4578},

Peralaran Pemerimlah Nomor 7% Tabun 2005 temang Pedoman
Pembinasn dan Pengowasan Pemyelenggaraan Powermitabem Daerah
(1 emberan Negara Republik ndonesia Tahun 2005 Nomar 165,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Namor 4594);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemecrintah, Pemerintahen Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daeresh Kabupaten/Kota [Lembaran MNegmra Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Demerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasi
Perangkat Daerah (Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambshan [embaran Megara Republik Indonesia
Momer 4741

Peraturan Menteri Dalam Negern Nemor 13 Tahun 2006 fentang
Pedoman Pengelolaan Kevanpan Dacrah schapaimana telah diubah
dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menleri Tralam Neger MNomor L3 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Diaerah;

Pcraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jenis
dun Bentuk Produk 1Tukum Dacrah,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 16 Tahun 2006 umbmg
Prosedur Penvusunan Prodok Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Podoman Tata Cara Yenprwnsan Ains Penyelenggaraan Pemerimtahb
Daerah;

Permuran  Menteri Dalam Negeo Nomer 53 Tahon 2007 tertang
Pengawasan Peraturan Dagrah dan Peraturan Kepaia Dacrah;

Peraluran Menteri Dalam Negerd Nomor 57 Talum 2007 teniang
Petunjuk Teknis Penatawn Orgamisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 02 Tahim HHB fentang
Timsan Pemerintahan Daerah Kubupaten Situbondo {Lembaran Dracrah
Kabupaten Situbonde Taium 2008 Nomar (12);

Peramran Daerah Kabupaien Situbondo Nomor 03 Tuhun 2008 tentang
Susunsn Crgamisasi dan Tata Kerja [nas Daersh Kabupaten Situbondo
{1.embaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tabun 2008 Nomor D3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN RUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS FARIWISATA, KEBIRAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SITUBONDO

BABI

EETENTUAN UMUM
FPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ind vang dimaksued dengan :

b pkiie

Dlaerah adalah Kabupaten Situbondo.

Tiuparn adalah Bupari Stnubondo.

[iewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjuinva dischot DPRD
adalah Dlewan Perwzkilan Ralyat Diacrah Kabupaten Siiubondo.
Pemerintahan Daerah  adaluh penyelenggaraan wusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan mgas
pembaptuan dengan prinsip otonomi scluas-tuasnya dalam sistemn dan
prinsip Megara Kesaluan Repuhblik Indonesia schagimmpa dimaksnd
datam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesin Tahoo 1945,
Pemerintah Dacrah adalah Dupali dan perangkat dacrah schagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,

Sekretaris Daerah adalah Sekretarts Daerah Kabupaten Situbnado.



7. irnas faniwisata, Kebudayzan, Pemuda dan Oleh Rapa, yang
selanjuttiye  disebut Dinas adalah Dinas Panwisata  Kebudayaan,
Permnuda dan {Mah Raga Kabupaten Situbondo.

2 Kepala Dinas adalah Kepola Dinag Pariwisata, Kebudayam, Pemoda
dan Oluh Rayu Kabupaten Situbondo.

9. Unit Petaksana Teknis Dinas, selanjuinya disingkat PTD, adafah Unsur
Pelaksana Operasional Thinas di lapangen.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSIT
Pasgal 2

{1) Dinas Pariwisata, Kehudayaan, Pemuda dan Olah Raga adulah unsur
pelaksana V'emerintah Daerah di bidang paritwissta, kebudeyasn, pemuda
dan olah rag

(2} Dines Pariwisula, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dipdmpin oleh
Kcpala Dinos yang herada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati mclalui Sekretaris Daemh.

{3) TDhnas Parieisats, Kebudayaim, Pemuds dan Obah Rapa datam
mclaksamakan togasnya di bidang teknis edministrasi difbina dan
dikoordinasikar olch Sekretaris Draerah,

Pasal 3
Dinas Pariwisata, Kebudayvaan, Pemuda dan Olah Rags mempunyai tuges
membanty Bupati dalarn melaksanakam kowenanpan di bidemp parvwisata,
kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Fasul 4

Dalam melaksanskan tupss sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Pasiwisata, Kebudayaan, Pewusda dan Olah Rogs menyelenggaralum [aones -

a. perumwimn kcbijakan telinis di bidang panwisata, kebudavaan, pemuda
dan clzh raga;

b. pelaksanaan kegasama antar daerah dan lembaga di bidang panwisata,
kebudayasan, pemuda dan olah raga;

¢. penynsunan program di bidang, parvwisals, kebudayson, pemuda dan
alah mga;

d. pengkoondinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di hidang
pariwizata, kehudayaan, pemude dan ofsh raga;

e. pembinaan ierthadap Unit Peluksuna Teknis Dinas dalam lingkup Dinas

Pariwisata. Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

pengclolaan umsan ketatausahaan;

relaporan hastl pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Bupati.

oo

BAB III
ORGGANISAR]

Pazal 5

Owgenisasi Thaag Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
8. Kepala Dinas.
b.  Sekretariat, menvhawahi -



i. Sub Bagian Umuam ;

2. Sub Bugian Keuangan ; dan

3. Sub Bagian Perencannan, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahy ¢

|. Seksi Sarana Peoumjang Wisata ;

2. Scksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ; dun

3. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan.
J. Bidanp Kepemudazan dan Olah Raga, mermbawahi

i. Seksi Kepemudaan ;

2. Scksi Pengembangan (Olah Raga ; dan

3. Scksi Sarana dan Prasartana Peruda dan Olah Ragn.
e, Lnit Pelaksana Teknis Dinas.
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal ¢

(1) Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala
Bing yang masing-masing berada dibawah dan bertanpgmmg jaweb
kepada Kepala Dinas.

{2) Masimg-masging Sub Bagian dipimpin oleh Kepata Sub Bagian yang
betada di bawah dar bertanggung jawub kepada Sckretaria.

(3) Masing-masing Scksi dipimpin olch Kepala Seksi yang berade di bawah
dan herfanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNCGSI
Bagian Kesalu
KEPALA TNAS
Pasal 7

Kepalu Pnas mempunyal tugas memimpmn, melakukan koondinasi dan

prngendalian dalam  penyelenggardan  kegiatan  df bidang  pariwisata,
kebutkiyaan, pemuda dan olah raga.

Bagian Kedun
SEXKRETARIAT
Pasal 8
Sckeetarist  mempunyal  tupas membantu Kepala  Dinas dalam
penghoordinasian,  penyusunan program  dan poluhsmasn cvaluasi

penvelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanam
administrai? kepada seluruh saman organisasi dalam lingiompan Dinas,

Pasal ¥
Dratam melakssnakan tugas sehagaimana dimaksnd dalam Pasal 8, Sekretarial
menyelenggarakan fungs; -

2.  pelaksanaan tata usaha kanlor, perlenpkapan, wosan nmmah tangga
dinas, dan administras: di ingkungao Dinax;

pemyusunan rencana kegiatan tahunan:

¢.  pengkoordinasian penyusunan program <an penyvelenggaraan tugas—
tugas hidang secara rerpadu;
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penyiapan bahan evaluasi tugas— ugas bidang secara ierpadu;
polaksanaan urusan keuamyan,

pelabsanaan gnsan umum;

pelaksanann vrusan kepegawaian,

pelaksanzan kegixtan ketatausahaan;

pelaporan hasi] pelaksanaan lugas: dan

pelaksanaan tupus kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Sub Bagivn Umam
Fasal 10

Sub Bagian Umutn sehagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf b angke
1, moempunyai fugas molaksanakan ketstawsabann dan taia  usaha
kepegawaian.
Fralam melaksanakan [2gas sehagaimana dimaksud pada avet (1), Sub
Bagian Umim menyelenggarakan fungsi
a. Pelaksanzaan urusan rumah tangga dan protokeol Dhinas;
b. Pelaksanasa pengadaan kebutuhsm barang dan pengadimninistrasian
haramg-harang, keperiuan dinas dan perbekalan lain;
Pelakeanaan unisan surat - menywsat;
Pencataion dan pelaporan barang mventaris;
Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
Penycletigparaan  tugas  kepegawaian Dimas  vang  meliputi
pengumpulan  data  kepegawsaian, pembnvgan Dafiar  Unat
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-osalan  yang  menyangkut
kenaikan ogji  berkala, kenalkan pangkat, mutasi pegawai,
pemsangkatan dan pemberhentian pegavwat
h. Penyelengearaan kesejahteraan pegawair
Pemyusunan Lapuran Kepegawaian;
pclakannann ketatansahaan;
. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretans; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Sekretaris
scsual dengan tuges <an fungsinya

g fh IR
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Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Fasal 11

Sub Bagian Keuvanpan schagaimana dimaksod dalamn Pasel 5 bumuf b
anpka 2, mempunyai eges meteksanakan ketetorsalan den tote vssiha
kcuangarn.

Dalam melaksanakan tupas sebapaimana dimakswl pads ayat (1), Sub

Hayriun Kewmgan menyelenggaraksn fungsi

a penyusunan dokumen rencana kegiatan dan angparan serta dokumen
pelaksanaan angparan;

b. penyiapun rencana pelaksanaan anggaran Tinas;

¢. pelaksanaan administrasi kevangan dinas yanp meliputi pembukuan,
realisral anggaran pendapatan dan bolanja Dimas sertz pembayeran
gajl pegawal;
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d. peoyiapan laporan portanggungjawaban keuangan Dinas;
pengurusan penyelesaian tuntuton ganti gl dan biaya pengeluaran
IHnas;

pembuatan laporan hulanan rcalisasi fisik dan kewangan;
pelaksannan ketatauszhan;

pelaprnran hasil pelaksanaan mpgasnya kepuda Sekretaris; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh Sekretans
gesusi dengan tugas dan fungsinya.

[a ]
ki
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Paragraf }
Sob Bapian Perencamaan, Evaluasi dan Pelaporis
Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksod dalom Pasai 5 hurel D angka 3, monpunya  foges
perencanaan kegiatan, evaiuasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tapas sebagaimans dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menycliengparakan fungsi :
a. pemyusunan Renstra dan Renja Dinas;

h. penyusuman RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayamm
Drinas;

penyusunan Bodaya Kerja Dinas;

penyusunan LAKTP Thnas;

penyusunan evaluasi kegiatan [inas;

pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di Tmgkungan Dinas;

penvusunan  Laporsn  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah
(LFPD);

pelaksanaan ketatansahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

j. pelaksanamn tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan lupas dan fungsinya.

ok =on G
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Bagian Ketiga
BIDANG PARIWISATA DAN KEERUDAYAAN
Pasal 13

Bidange Pariwisata dan Kebudaysan mempunysi tugas membantu Kepela
Dinas dalam melaksanaken tizgas Dimes Pariwisats, Kebudayzan, Perrtida dan
Olah Raga di bideng pariwisata dan kcebudayaan,

Fasul 14

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 13, Bidanp Panwirsata dan
Kebndzynan menvelenggurukun fmesi ©

A
b.

pernmusan kebijaken teknis di bidang pariwisala dan kcebudeyasn,

penyusunan dan penyispan program kera di bidang pariwisata dsn
kcbudayaan;

pemantanan dan penilaian kegiatan pembinaan kebudayaan;

penyusunan pedoman/pelanjuk teinis pewmbinaan kegialan pariwisala
dan kebudayaan;

pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
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pemberian dimbingan teknis dan pembinaan pengembangan nsaha i
bidang pariwisaia dan kebudayaan;

penyiapan dan penyebarluasan pedoman petunjuk mengenai cara
penyclengparasn kepiatin pembinasn kebrudayaan;

perneliharaan dan pepinglkatan kerjasama dengan badan yaog bergerak
di bidang permbinuar kebindayasr;

pelaksanuan  imventarisasi wang hergerak di  bidang pembinaan
kebudayaan;

percaicanaan kebutuhan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan;
pengawasan m pengevaluasien kegiatan di bidang pariwisate dan
kebudayaan;

pembinaan obyek dan sumber daya kepariwisataan dan mencegeh
dampak negatif industr pariwisata;

penpawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata;
pelaksanaan kepgatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pslaksanann fugas; dai

pelaksanaan wgas kedinasan lain ymg diberikan oleh Kepala Dinas.

Faragraf 1
Sekst Sarana Fenunjang Wisatin
[*asal 15

Seksi Sarana Penunjsng Wisata sehuguimuna dimaksud delam Pasal 5

huruf ¢ angka 1, mempunyai togas melaksarakan sebagian gas Bidang

Pariwisata dan Kebudayaan di bidang, sarana penunjang wisata.

Dalam meliaksanakan tges sebapaimana dimaksod pada ayat (1), Seksi

Sarana Penunjang Wisala menyelenggarakan fungsi :

a. penvusunan rencana dan progran kerja Seksi Sarana Penunjang
Wisata,

b. peiaksanasn pemantauan, pengewasan dan  penyidiken usaha
pariwisala dacrah;

¢ penyiapan usalan pengadaan don pendistribusian sarana peounjang
wisata;

. penyvigpan dan pelaksanaan peniladan kualitas dan kusntitas sarana

penunjang wisata;

pCngventarisast sarana penunjang wisala,

pembuatan analisis kebutuhan sarana penunjang wisata;

pemantanan dan pengevaluasi sarana penunjang wisate;

pelaksanaan ketatausahum,

pclaporan  hasil pelaksanaan {ugas kepada Kepala Bidang

Pariwisata dan Kcbudayaan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan ain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan sesuai denpan tugas dan fungsinya.

i

Paragraf 2
Selisi Obyck dan Daya Tarik Wisata
Pasal 16

Seksi Obyek dan MNaye Yarik Winata sebagaimans dimaksod dalam Pasal
5 burol ¢ angka 2, mempunyei topes melaksanokan seboagaian tugns
Bidang Pariwisata dan Kebudavaan di bidapng obyek dan daya tarik

wisata.



(2}

(1)

2)

Dafam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi

Obyek dan Dava 1arik Wisata menyclenpgarakan fungs

i penvusunan rencana dan program kerja Scksi Obyek dan Daya Tark
Wisala:

b. pelaksanaan inventarisasi polensi obyck dan kawngan wisata;

c. penyusunzn  Konscp  rencana  pembinaan dan Bimbingan
pengembangan kepariwlisataan;

d. pelaksunaan kerjasama anmtar daamah dan antar lembaga usaha
pruriwisata dalatn pengembangan usaha pariwisata daerah;

. penyiapan bahon koordinasi pengembangam  pariwisata dengan
instamsi torkail Jao Provingi;

f. pombinann kegiztan pariwisata dan pongembengan ysaha pariwisata
dacrah:

g, pengamilisa pemasaran dan pengaturan peppelolaan daym  torik
wisata;

h. peliksunaan ketatzusahaan;

i. pelaporan hasil pelaksuruan  lugasnya kepada Kepala Bidang
DMariwisata dan Kebudayaan; dan

1. peluksanaan tugas kedinasan lain yane diberikan oleh Kepala Tidang
Pariwisate dim Kebuadayaun seswal dengan tugas dan fimgsimya,

Taragraf 3
Seksi Kebudaysan dan Kepurhakalaan
Pasal 17
Scksi Kebudsyuun dan Kepurbakalaan scbagaimapa dimaksnd dalam
Pasal 5 haruf ¢ anpka 3, memprnysat tugas melaksanakan sehagizn tugss
Bidang Purwisala dun Kebudayaan di bidang kebudayaon dan
kepurbakalaan
Dialam melaksanakan tugas sebapgrimana dimaksnd pada ayat (1), Seksi
Kebndayam dan Kepurhakataan menyelenygarakan funyss :
a penywsiman  rencans program kerja Seksi Kebudayaan  dan
Kepurhakalasn;

b. pemyusunan  dan  penyebarluasan  pedoman  serts petmjuk

penyelenggarnen kegiatan nilai sejarah tradisional dan kegiatan
museun purbakala;

¢. pelaksapasn fasilitas dan penpembangan perufizon sejarmh dan nikai—
nilal segarah bengsas

4. penanaman nilai-nilol sejarsh, nasional dan kesenian masyaraket
serta meleksangkan pengembangan pemdliharaan!perimdvrngznmy=s,

e. pemasyarakatan sejarah dan metestarikan budaya tradisional;
pelaksapsan  penghematan, pegpgamanan sejarah  dan  budaya
tradisional;

g. perencanmun, pemhbinazn, dun  pengembangan  museum  dan
purbakala;

h. pengembaogan,  perlindungan, pemelibbruan  dan  pemaniaatan
musenm dan purbakalka;

1. pemasyarbatan peabmon  pernimdang wndsngan  dalam  rangka
pelestarian kepurbakalsan dan kesemizan daerah;

j.  penpamanan, permelihamaan, pemuganan, penggalian, dan ponclitian
muscurn dan peninggalan purbakala;



10

k. pembinaan dan pengembmmgan keginan kebudayaam i masyaraicar
zarta mengembanpkan nilai sejarah tradisional ;

|. penyaluran dan pemaniavan subsidibantuan alat-alat kebudayaan
untuk meningkatkan dan mengembangkan kewiatan kebudayaan

serta pelestarian dan pemcliharaan museum dan  peninggalan
purbakala;

m. peongkoordinasian peningkatan dan pengembangan kebudayaan serta
pelestarian dan pemeliharagn museum dan peninpgalan purbakala;

n. pengkoordinasian dengan instansi liots sektoral untuk penangaman
dan pelestarian peninggalan purbakala dan museum;

o. pelaksanaan ketatspsahasn:

p. pelaporan hasi! polakzanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pariwisara dan Kehudayaan; dan

q. pelaksanasn topas kedinasan lain yang diherikan oleh Eepala Bidang
Panwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fiomgsinya,
Bagian Keempat
BIDANG KETPEMUDAAN DAN QOLAH RAGA
Pasal 18

Bidang Kepemudaan dan (lah Raga mempeonyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksamakan tugay Dinas Puniwisala, Kelmdeyaan, Pemnuds dan
Olah Raga di bidang kepermudaan dan olzh mga

Traxal 19

Dalam melaksanakan tugas schagaimana d&imaksud dalam Pasat 18, Bidang
Kepemuduan dar (Mah Rapgs monyelenggaraioen frmpst *

.

m o

[

{n

penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang kepemudam dan
olah raga;

penyusuman rencarna  peogadaam  tenaga  teknis dan  sarana  yang
diperlukan bagi pembinaam dan pengembimyan pemuda dan olah raga:

penyusunan Jun penycbarlumsan pedoman dan pehmjuk
penyelenggaraan kegialan kepemudaan dan olah raga;

pemantavan kegistan kepemudaan dan olah raga;

pemeliharaan dan peningkatan korjasama dengan instangi Pematintah
dan organisasi masyarakat yang beryerak di bidang kepernudaan dan
alah raga:

pengusahann bantuan untuk kepiatan kepemudaan dan olah rega;

pencatatan dan pendokumentasian kegiatan kepemudaan dan olah raga;
pelaksanaan kegiaian ketatansshaar;

pelaporan hasil pelaksansan tupas; dan
pelaksamaken toyes bedinasqan laim yvamy diberikan olel Kepele Dimnas.

Parupral 1
Seksi Kepemundaan
Yasal 20

Seksi Kepemudaen sehagaimana dimaksnd pada Pasal 5 huruf d angka
|, mempunyai lugas meiakzanakan sebagian tugas Bidany Kepermnudaan
dan (Hah Raga di hidang kepemudaan_
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(2) Dalam meluksanakan wgns sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekst

(1}

(2)

(1

Kepemudann menyelenggarakan fimgsi ©

a, penyiapan dan penyusunan rencani dan program kedja tahunan Sekasi
Kepemudaan;

b. pengkoordinasian kegiatan pemnbinaan organisas: kepennulaan dan
pemuda prodektil pada lerbaga terkait;

¢. penyizpan bimbingan pelaksanaan pengendaiian icthadap kegatan
organisasi kepemudaan dan pemuda produktif,

d. pemantasan dan penilaian keyiatan organisasi kepemudasn dam
pemixda produkiil;

e. pemelibaraan dan peningkatan kerja sama dengan badaylembaga
vang bergerak di bidang organisasi kepemudaan dan permnuda
prodoktif;

[ pelaksanasn kelutausehaan

. pelaporan  hasil pelaksanaan mgasnya kepada Kepala Bidang
Kepemudaan dan Olah Rags; dan

bh. pelaksanaan tupas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Faragraf2

Seksi Pengembangan Hah Rags
Fasal 21

Scksi Pengembangan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf d

angka 2. mooopimyas fugas melaksanakan schapian thgas Bidanyg

Kepemudaan dan Olzh Raga di bidang pengembangn olah taga.

Dalarn melaksanakan mgas schapaimana dimakswd pada avat {1), Seksi

Pengembangan Olah Raga munyelenpgarakan fungsi ;

a. penylapan dan penyusunan rencana den program kerja tahmpan Sek
Pengempangan Ulah Rapa;

b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan penpenthangan olah raga
pada lembaga terkait;

c. penyiapan bimbingan peiaksanaan pengendalian terhadap kepiatan
pengembangan oleh raga;

d. pemantauan dun penilaian kegiatan pengembangan olah raga:

¢. penmmmian dan pengelolaan data temtang pengembangan olah
raga,

f pemcliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan/lemnbaga

yany bergerak di bidang alah g

pelaksanazn ketatamwsahaan;

pelaporan hasil peloksannan tugasnys kepada Kepala Bidang

Kepermudaan dan (lah Raga; dan

i pelaksanaan tagas kedinasan lain yang diberikan ¢leh Kepala Ridang
Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas din fungsioya.

S

Paragraf 3
Seksi Sardna dan Prasarana Pemuda dan Ofah Raga
Pasal 32

Seksi Sarans dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga sebagaimara
dimaksud dajam Pasal 5 buref d angke 3, mempumyai tagas
melaksanakan sebagian tugas Bidmp Kepemdaan dan Olab Raga di
bidang sarana don prasarana permxda dan olah raga
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(2) Defam melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada aya (1), Seksi
Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga menvelengparakan
fungsi -

a.

b.

™ om

ponyusunan rencana dan program kera Seksi Sarana dan Praswana
Pemuda dan (lah Raga;

penviagan wsulan pepgadaan dan  pendistribician swans  dan
prasaruna wertuk pemuda dan olahk raga;

penycharan pefunjuk penggunaan dan pemelibarsan sarana dan
prasarama untuk pemueda dan olah raga:;

penyiapan dap pelaksanaan ponilaian kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana pemixlz dan olah raga;

pembinaan penggunaan sarana dan prazarang pemuda dan olah rags;
penginventaris surina dan prasuruna permuda dan olah raya;

g pengumpulan dan pengelolsan data sarane dan pessarana untuk

=

Llengan

pemuda dan olah raga;

penganalisis kebwruhan sarans dan prasarana pemuda den ofah raga;
penyiapan pedoman petunjuk penyimpangan, distribusi, penggunasn,
penghapusan dam inventarisasi sarana dan prasarana pemwifa dan
olah raga;

penyiepan bahan usvulan pembangunan dan rehabilitasi gedung untuk
pemuuda dan olah raga:;

pemantauan dan evaluasi sanma dun prasarana pemuda dan olah
rage,

pelaksanaan ketatausahaan;

. pelaporan hasil pelaksanasn tupasnya kepada Kepala Bidang

Kepermidaan dan Olzh Raga; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidany
Kepemuldaan dan Otah Raea scsuai dengan tugas dan fungsinya.
BARYV
KETENFTUAN PENUTUP

Pasal 23
berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo

Momor 47 Tahun 2008 sentang Uraton Tugas dan Fongsi Dines Perbwisata,
Kebudaysan, Pemuda dan Olah Ragas Kabupeten Situbondo dicubut dan
dinyatakan likdak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupmii un mulai berlaku pads tanggpal dinundangkan.

Agar setiap orang dapat menpetahuinya, memenntahkan penmundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Katapaten
Sitnbondo.
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pada tanggnl '(] 7 A1 IM)N[]
Pit. SEXRETARIS DAERAY
KABUPATEN SITURONIM),

ir. H. REACIHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIF. 19570104 198303 §HO
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